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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada

pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Penerapan Aplikasi E-court berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang memiliki beberapa tahapan diantaranya pendaftaran
perkara secara online (e-filing), pembayaran panjar biaya
perkara (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), dan

sidang elektronik (e-litigasi).

Kendala yang dialami dalam penyelesaian E-court di Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang memiliki beberapa kendala yakni,
Beberapa daerah yang masih memiliki infrastruktur jaringan
internet terbatas menghadapi kesulitan untuk mengakses sistem
E-court secara lancar, gangguan pada sistem E-court yang
menyebabkan kegagalan pengunggahan dokumen akibat
masalah server di dalam E-court masih kurang dalam
mensosialisasikan E-court kepada masyarakat, dan kurangnya
pemahaman pengguna dalam menggunakan aplikasi e-court,
yang menyebabkan kesalahan dalam prosedur penggunaan

aplikasi e-court,

Kemaslahatan yang didapatkan dengan diberlakukan E-court
diantaranya efisiensi waktu dalam pendaftaran perkara yang
dapat dilakukan secara online dan dapat dilakukan dimana saja

dan kapan saja, membantu dalam menghemat biaya dan
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5.2 Saran
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mempermudah pemanggilan pihak berpekara, karena adanya e-
court, tidak perlu lagi melakukan administrasi dan persidangan
secara manual seperti sebelumnya, Tetapi, hanya cukup dengan
login akun E-court bagi para pihak di pengadilan, tidak perlu lagi
membuat pendaftaran perkara dalam buku register maupun
membuat laporan pembukuan, hanya tinggal melalui website E-
court saja dan laman SIPP bisa langsung di unggah, E-court juga
membawa dampak positif dalam penghematan biaya dan
penyelesaian perkara di PTUN padang berdasarkan prinsip
kemaslahatan. Prinsip ini menekankan pada perbaikan dan
penyempurnaan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih

efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pada penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis

sampaikan,sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Penegak Hukum

Diharapkan kepada lembaga penegak hukum yang ada di
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, agar tetap komitmen
memberikan pelayanan terbaik kepada para pihak yang sedang
berperkara di pengadilan. Selain itu, agar lebih gencar dalam
melakukan sosialisasi kepada advokat serta masyarakat untuk
memperkenalkan adanya aplikasi E-court sesuai dengan
dikeluarkannya Perma No 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan
persidangan di pengadilan secara elektronik, agar pelaksanaan
dalam persidangan elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang lebih efektiv dari sebelumnya.

5.2.2 Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah terkhusus kepada lembaga yang

berwenang membuat kebijakan atau aturan, agar bisa menimbang
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lebih dalam kegunaan sebuah aturan itu nantinya akan dibuat,

harus sepenuhnya dilatarbelakangi atas kebutuhan masyarakat.
5.2.3 Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk masyarakat agar lebih mengerti dan
memahami mengenai prosedur pelaksanaan sistem administrasi
dan persidangan secara elektronik atau E-court ini. Dikarenakan
pada dasarnya dengan adanya E-court ini bisa terwujudnya asas
sederhana,cepat dan biaya ringan pada proses beracara di
pengadilan. Selain itu, dengan penerapan e-litigasi pada Perma No
1 Tahun 2019 ini bisa memudahkan para pihak yang berperkara,
supaya tidak perlu lagi untuk bersusah payah jauh-jauh datang ke

pengadilan untuk melakukan proses beracara di Pengadilan.
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